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Narkotika menentukan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahunâ€•. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diancam dengan hukuman 
yang berat khususnya bagi anggota Pegawai Negeri Sipil.Ditemukan 5 (Lima) 
kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri 
yang dilakukan oleh anggota Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2016-2017.
Tujuan penulisan  skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor 
penyabab penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Pegewai Negeri Sipil dan 
bagaimana proses penyidikan dalam menangani kasus tersebut serta bagaimana 
upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh 
Pegawai Negeri Sipil.
Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakan dilakukan untuk 
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literature dan perundang-
undangan yang berlaku,  sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk 
memperoleh data perimer melalui wawancara dengan responden.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab anggota pegawai 
negeri sipil melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi 
diri sendiri yaitu faktor lingkungan pergaulan (ikut-ikut teman),  Sedangkan 
proses penyidikan penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh pegawai 
negeri sipil sama dengan proses penyidikan masyarakat biasanya , dan upaya 
penanggulangan yang dilakukan dengan cara upaya preventif, dan represif.
Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait 
untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan 
oleh pihak pihak terkait seperti Bandan Narkotika  Nasional Provinsi Aceh dan 
Sat Narkotika polresta Banda Aceh dan untuk institusi pemerintahan  lebih 
tegas dalam memberikan sanksi administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang menggunakan Narkotika.
